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ABSTRAK 
 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Anggota Legislatif 
Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi di Daerah Pemilihan Kota 

Mataram) 
 

Diana Rahmawati 
 

Universitas Terbuka 
 

dayrahmayana@gmail.com 
 
 

Kata Kunci:  gender, partisipasi politik, legislatif, perempuan 
 
  Fokus tujuan riset ini adalah untuk menemukan dan menganalisis faktor-
faktor yang menjadi penghambat keterwakilan wanita menjadi anggota legislatif 
di Kota Mataram dan implementasi kebijakan yang dijalankan untuk 
meningkatkan keterwakilannya dalam parlemen. 
 Desain riset yang digunakan adalah penelitian eksploratif. Informan utama 
yang digunakan adalah calon DPRD Kota Mataram yang berpartisipasi pada tahun 
2009 dan wanita yang berhasil menjadi anggota DPRD Kota Mataram. Analisis 
data dengan pendekatan kualitatif, sehingga mengandalkan informasi dan temuan 
lain secara individual yang dijadikan dasar dalam melakukan generalisasi. 
 Temuan dalam penelitian ini adalah faktor yang menjadi penghambat 
keterwakikan wanita di parlemen adalah sumber daya finansial. Keterampilan dan 
pendidikan politik perlu dimaknakan secara operasional dengan menyatakan 
bahwa proses politik yang kurang bagi perempuan, untuk  dengan segera terlibat 
dalam partai politik. Faktor yang sifatnya mendasar adalah masih adanya 
komersialisasi politik. Maskulin dan patriarki mutlak disebabkan sumber daya 
manusia laki-laki lebih tinggi dari perempuan, jadi sebagai penghambatnya bukan 
gender itu sendiri, tetapi kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota 
Mataram lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kebijakan yang disarankan 
pada pemerintah atau organisasi publik yang menaungi pemilu legislatif di Kota 
Mataram, termasuk implementasinya pada dasarnya tidak ada. Satu kata kunci 
yang dapat diberikan adalah amanah dalam pekerjaan, sehingga bekerja 
berdasarkan fungsi dan tugas, bukan acuh dan seolah melakukan pembiaran atas 
kecurangan dan sejenisnya yang terjadi dalam setiap Pemilu Legislatif. Temuan 
ini memberikan penguatan atas kondisi aktual yang ada di lembaga atau organisasi 
publik adalah anggota atau personal atau aparatur negara mempunyai nilai 
amanah yang masih rendah.  
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 Saran yang dapat diberikan adalah keterwakilan perempuan yang rendah di 
legislatif pada dasarnya bukan konteks subyektivitas gender, tetapi bagaimana 
para perempuan sejak dini memberikan pembuktian kualitas dan kompetensi diri 
yang unggul tidak kalah dengan kaum laki-laki. Pembelajaran secara proses dalam 
berpolitik sangat diperlukan, jadi sejak dini masuk dalam partai politik. Usahakan 
bekerja dengan sungguh-sungguh serta memberikan makna diri pada masyarakat. 
Keluarga bukan penghambat, tetapi bagaimana menjadi potensi untuk digerakkan 
sebagai tim sukses dan kerja lainnya.  
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The focus of this research goal is to find and analyze the factors which 
have obstructed women be a member of the legislative and implementation of 
policies to improve it in the city of Mataram. 

Research design used was exploratory research. The main informant used 
was a women candidate participating and rill member of Mataram City 
Legislature in 2009. Data analysis with a qualitative approach, thus relying on the 
information and other findings are the basis for the individual to generalize. 

The findings in this study is that a factor inhibiting representation women 
in parliament is financial resources, skill and political education. Fundamental 
factor is still of commercialization. Gender have not be obstructed, but the quality 
of human resources. There are no recommended policy and implementaion  to the 
government or private organizations  elections in the city of Mataram. A keyword 
can be given the mandate in the work, work hard and honesty. These findings 
provide reinforcement for the actual conditions that exist at the institution or 
public organization is a personal has a low of value trust. 

Advice can be given is the low representation of women in the legislative 
context are not necessarily gender subjectivity, but how early women provide 
proof of quality and competence themselves superior than a men. Learning in the 
political process is necessary, so early entry in a political party. Try to work in 
earnest and give meaning to the people themselves. The family was not inhibitory, 
but how to be mobilized as the potential for a successful team. 
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Proses akademis dalam penyusunan tesis ini telah dilakukan, sehingga 

optimalisasi dalam hasilnya sangat diupayakan. Walaupun demikian, berbagai 

keterbatasan tentu masih ada, sehingga saran perbaikan terutama penelitian 

lanjutan yang diperlukan. Untuk itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan oleh 

peneliti yang akan datang dengan kajian yang sama dan dapat dijadikan sebagai 

salah satu masukan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan 

perempuan di parlemen. 

Akhir kata, saya berharap Allah Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa 

manfaat bagi pengembangan ilmu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 
 
1.  Kajian Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu perlu ditampilkan dan dikaji dalam hubungannya 

dengan riset yang akan dilakukan. Hasil riset tersebut dapat dijadikan sebagai 

pemerkaya khazanah berpikir, sehingga pendekatan dalam memecahkan masalah 

penelitian dapat sesuai dengan harapan peneliti. 

 Chairunisa (2009) dalam jurnalnya menyatakan bahwa kesetaraan gender 

dan keadilan dalam pembangunan telah dapat dinyatakan terwujud di Indonesia, 

walaupun bukan pada taraf yang maksimal. Perlu diupayakan langkah-langkah 

dalam meningkatkan posisi perempuan dalam pembangunan, dilakukan dengan 

upaya dari perempuan itu sendiri dalam meningkatkan kualitas dirinya. 

Diperlukan upaya yang sadar dan kuat untuk memposisikan dirinya dalam 

pembangunan, dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi dan 

informasi. Pemerintah juga perlu dengan sungguh-sungguh dan terus menerus 

dalam memberikan pendidikan dan kesempatan pada perempuan. 

 Pembangunan meliputi aspek yang luas, termasuk perubahan ke arah 

positif dari politik praktek, karena pada dasarnya kesejahteraan sangat dekat 

dengan keputusan politik. Keinginan politik yang berpihak pada kesejahteraan 

masyarakat, termasuk dengan adanya kesempatan perempuan dalam sektor ini 

akan dapat dirumuskan keputusan yang menyentuh permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat yang umumnya berjenis kelamin perempuan. 

UNIVERSITAS TERBUKA

40981.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 Kajian administrasi publik (termasuk penelitian Chairunisa, 2009) 

dipublikasikan dalam jurnal administrasi publik, ini membuktikan bahwa kajian 

gender dalam sektor politik ini juga tepat diangkat menjadi kajian atau riset 

bidang administrasi. Adapun penelitian yang membahas mengenai peran anggota 

DPRD secara nyata di legislatif dianalisis oleh Ikfina (2010). Penelitian ini fokus 

pada kontribusi yang dijalankan oleh anggota DPRD perempuan dalam 

menjalankan berbagai fungsi, sesuai dengan komisinya. Temuan dalam penelitian 

ini adalah para perempuan (anggota DPRD Kabupaten Kebumen) tergolong baik 

dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Peran ganda 

yang dimiliki, yaitu mengurus rumah tangga tidak mengganggu tugasnya dalam 

mencari data atau informasi untuk dijadikan masukan pada pemerintah, termasuk 

pada saat penyusunan RAPBD. 

 Temuan Ikfina (2009) memberikan dukungan pada pernyataan Robbins 

dan Judge (2008), bahwa tidak ada perbedaan kemampuan dari sumber daya 

perempuan dengan laki-laki dalam berbagai jabatan, termasuk perannya sebagai 

pengambil keputusan. Kemampuan perempuan dalam menjalankan peran atau 

tugas yang dipercayakan dapat juga dilihat dari hasil penelitian Nafis (2010). 

Kinerja para pemimpin perempuan ini tergolong cukup baik, dengan rata-rata 

skoring 3,30, sementara skor baik mulai pada rata-rata skor 3,40, berarti ada 

selisih yang relatif kecil. 

 Kepercayaan yang diberikan pemerintah (dalam jabatan publik) dan oleh 

masyarakat (wakil rakyat di DPR) harus dibuktikan dengan optimal, dengan ciri 

kemampuannya dalam membawa perubahan pada pelaksanaan tugasnya. Hal ini 

berdampak pada keberanian dari masyarakat dan pemerintah untuk memberikan 
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beban tugas yang lebih besar, bukan sebaliknya menjadi stimulan negatif atas 

kepercayaan yang telah diberikan. 

Penelitian tentang Partisipasi Politik Perempuan dilakukan pula oleh M. 

Zainuri (2007). Penelitian ini  mendiskripsikan konstruksi tradisi Islam lokal 

Kudus tentang partisipasi politik perempuan pada Pemilu 2004, dan  implikasi 

pemikiran tradisi Islam lokal Kudus terhadap kehidupan berpolitik perempuan di 

Kudus. 

 The Asia Foundation (2009), menemukan ada kemajuan peran perempuan 

pada berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik. Persentase jumlah 

perempuan di parlemen telah mencapai 18,00 persen, yang periode sebelumnya 

hanya 11,00 persen. Di beberapa daerah ada yang mencapai 34,00 persen. Dalam 

rangka mendukung pelaksanaan kerja para anggota dewan tersebut dilakukan 

pelatihan, dengan kerjasama berbagai pihak (termasuk kalangan akademis).

 Hasil kerja The Asia Foundation ini dapat dijadikan wacana dalam 

merumuskan faktor-faktor yang berasal dari pemerintah dan organisasi guna 

memberikan dukungan dalam keterwakilan calon legislatif perempuan.  

 Parawansa (2005), dalam kajian yang dilakukan memberikan pembuktian 

secara nasional, bahwa perempuan mempunyai hambatan dalam berperan sebagai 

anggota legislatif. Di DPR Pusat, periode 1955-2004, persentase jumlah 

perempuan yang duduk di DPRI kurang dari 10,00 persen. Periode 1999-2004, 

jumlah DPRI hanya sebanyak 9,00% (dihubungkan dengan laporan The Asia 

Foundation, periode 2004-2014, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang 

mewakili masyarakat di DPRI).  
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 Diperlukan upaya-upaya lintas organisasi (pemerintahan dan non 

pemerintahan) yang dipimpin oleh perempuan, sehingga dapat saling memberikan 

dukungan pada perempuan untuk lebih banyak berperan di berbagai sektor. Aspek 

penting lain yang disarankan adalah meningkatkan kualitas pendidikan 

perempuan, advokasi pemimpin perempuan pemimpin partai, meningkatkan 

kesempatan tampil di media dan beberapa upaya untuk memecahkan masalah 

hambatan yang ada, bahkan sampai pada upaya untuk mengatur perundangan 

pemilihan umum. 

 Perempuan  perlu membuktikan diri, terkait dengan kepercayaan 

masyarakat atas kemampuannya dalam membawa perubahan. Kesempatan 

pertama dalam pemerintahan di Indonesia pada kepemimpinan Megawati 

Soekarno Putri, di mana masyarakat mempunyai opini sendiri atas perubahan 

kondisi ekonomi, politik dan lainnya, yang akan berdampak pada kesempatan 

politik pada gender perempuan. 

 Kinerja yang tinggi akan dapat menghapuskan pesimisme masyarakat atau 

apa yang dikenal dengan istilah subordinasi. Subordinasi adalah anggapan bahwa 

perempuan tidak penting terlibat dalam pengambilan keputusan politik 

(Handayani, 2006). Fakta ini masih ada melingkupi para politisi perempuan untuk 

secara nyata dapat berkiprah dalam lembaga legislatif, termasuk kepercayaan 

menjadi pejabat dalam berbagai sektor. 

 Aspek gender dalam politik tidak saja menjadi fokus peneliti di negara 

berkembang. Takao (2006) juga melakukan penelitian atas kesetaraan gender 

dalam aspek politik di Jepang. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepersertaan perempuan dalam memberikan suara pada pemilihan umum telah 
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berlangsung sejak tahun 1960-an, tetapi dalam sosial praktek masih jauh 

kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.  Diperlukan perubahan kebijakan dan 

organisasi pada level nasional untuk memperkenalkan kandidat perempuan, serta 

diperlukan gerakan perempuan dari akar rumput untuk mencapai posisi dalam 

organisasi untuk melakukan perubahan kebijakan serta mengkampanyekan 

perlunya banyak wakil dalam pemerintahan (dalam konteks luas, termasuk kerja 

dalam kedutaan). Terkait dengan hal tersebut perlu ditingkatkan partisipasi 

perempuan dalam aspek politik. 

 Aspek penting yang disarankan dalam riset yang dilakukan Takao (2006) 

adalah para perempuan perlu mengupayakan kesetaraan dengan cara mengadakan 

debat publik dan melakukan pergerakan dari bawah ke atas, dalam makna 

memberikan kesadaran pada akar rumput dan sisi lain menunjukkan potensi 

perempuan untuk bergerak dalam bidang politik. Ditegaskan juga bahwa 

kesetaraan dalam politik akan berdampak dalam kesetaraan pada aspek ekonomi, 

termasuk dalam pengelolaan sumber daya. Dalam sejarah Jepang, kondisi 

kemerosotan perempuan disebabkan fokus pemerintah pada era pasca perang 

dunia kedua pada pengelolaan sumber daya, sehingga mengarah pada 

menonjolnya kaum laki-laki yang dikenal dengan yuryokusha (pengaruh pihak 

laki-laki).  

 Konteks di atas akan relevan dengan hambatan mendasar dalam temuan 

UNDP (2010), yaitu budaya maskulin yuryokusha. Konteks ini perlu dibuktikan 

muncul sebagai penghambat atau tidak pada level politik lokal di Kota Mataram. 

Dalam makna indikasi faktor yang menjadi penghambat partisipasi perempuan 
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akan digali atas dasar temuan UNDP. Aspek yang ditemukan dalam penelitian 

tersebut akan ditelusuri pada perpolitikan lokal yang ada di Kota Mataram. 

 Permasalahan yang dihadapi perempuan Indonesia relatif sama dengan 

perempuan Jepang, yaitu keterwakilan yang rendah dalam pemerintahan dan 

politik. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengamanatkan kesetaraan perempuan 

dalam aspek politik dengan menerapkan keterwakilan minimal 30,00 persen, 

tetapi hanya sebatas wacana yang membutuhkan perjuangan keras, baik pada level 

nasional, terlebih pada level lokal (pemerintah daerah).  

 Berhubungan dengan aspek di atas, pihak perempuan  yang diharapkan 

mempunyai partisipasi tinggi, bukan sebatas mengandalkan konsep diversity yang 

dijalankan oleh pemerintah melalui undang-undang pemilu atau sejenisnya yang 

relevan dengan kegiatan aspek politik. Dalam penelitian ini, tidak diharapkan 

solusi yang muncul sebagai wujud sebatas peluang yang diciptakan, tetapi 

diharapkan karena ada dasar potensi yang terpendam dan membawa perubahan 

yang bermakna pada kehidupan perempuan dan masyarakat secara makro.  

            Pihak perempuan perlu memberikan pembuktian pada setiap kesempatan 

karier atau kesempatan dalam menduduki jabatan politik praktek. Pembuktian 

tersebut melalui kinerja yang tinggi dan terhindar dari praktek-praktek negatif 

yang selama ini menghiasi praktek politik di Indonesia. Debat mengenai potensi 

positif praktek politik perempuan akan lebih unggul dari laki-laki perlu dilakukan, 

tetapi juga perlu pembuktian pada setiap kesempatan, baik dari pemerintah lokal 

sampai pemerintah pusat. Pembuktian pernyataan Avilliani (2009) menyatakan 

dengan tegas, bahwa peran perempuan dalam praktek politik dan jabatan lain akan 

menjadi pengarah bagi laki-laki, karena laki-laki seringkali melakukan 
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penyimpangan dari jalur normatif pengelolaan dan pengambilan keputusan dari 

posisi yang dimilikinya. 

 
2.  Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan  

Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik, yaitu: apa saja pilihan yang 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi yang 

mirip dengan Thomas R. Dye, dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Ira 

Sharkansky (1978), yaitu: apa yang oleh pemerintah nyatakan dan lakukan atau 

tidak dilakukan, merupakan tujuan atau sasaran program pemerintah.  

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Dikatakannya, bahwa implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang 

kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) 

maupun sebagai hasil (James P. Lester dan Joseph Stewart , 2000).  

Model-model implemenasi kebijakan publik diantaranya adalah:  

Pertama, model yang ditawarkan oleh Donald Van Meter & Carl Van 

Horn (1975).  Model ini menawarkan adanya enam variabel yang membentuk 

ikatan (linkage) antara isu kebijakan dengan pencapaian (performance). Keenam 

variabel tersebut adalah: (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; (2) 

sumber-sumber kebijakan; (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan 

implementasi; (4) karakteristik dari badan-badan pelaksana (implementors); (5) 

kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan (6) kecenderungan dari pelaksana 

(implementors).  

UNIVERSITAS TERBUKA

40981.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Kedua, model yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. 

Sabatier (1983),  bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik 

adalah dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Disebutkannya, ada 

tiga klasifikasi variabel yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi 

kebijakan publik, yaitu: (1) variabel bebas (independent variable), yaitu mudah 

tidaknya masalah yang akan dikelola dapat dikendalikan, konteks ini memerlukan 

pemikiran bahwa variabel bebas hendaknya muncul dalam perspektif mudah 

untuk diatur atau dikelola dalam mewujudkan tujuan tertentu atau setidaknya ada 

peluang untuk mengendalikannya (2) variabel intervenning, yaitu kemampuan 

keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat; dan 

(3) variabel terikat (dependent variable), yaitu tahapan dalam proses implementasi 

dengan lima tahapan, yaitu: (a) pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam 

bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, (b) kepatuhan obyek, (c) hasil nyata, (d) 

penerimaan hasil nyata tersebut, dan (e) mengarah kepada revisi atas kebijakan 

yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang 

bersifat mendasar.   

Ketiga, model yang dikembangkan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis 

A. Gunn (1978), yang  biasanya disebut oleh para pakar sebagai “the top down 

approach”. Menurutnya, untuk dapat mengimplementasikan  kebijakan publik 

secara sempurna (perfect implementation), diperlukan beberapa syarat, yaitu: (1) 

bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/lembaga pelaksana tidak akan 

menimbulkan kendala yang serius; (2) tersedianya waktu dan sumberdaya yang 

memadai dalam pelaksanaan kebijakan/program; (3) bahwa perpaduan sumber-
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sumber yang diperlukan benar-benar ada; (4) kebijakan yang akan 

diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal; (5) hubungan kausalitas 

bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; (6) hubungan 

ketergantungannya kecil; (7) pemahaman yang mendalam dan ketepatan terhadap 

tujuan; (8) tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (9) 

adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan (10) pihak-pihak yang 

berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

Keempat, model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), 

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah 

bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan 

dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari 

kebijakan tersebut (Wibawa, Samodra, et al., 1994).  

Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh 

kebijakan; (2) jenis dan manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang 

diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) (siapa) pelaksana program; (6) 

sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan kontkes implementasinya adalah: (1) 

kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga 

dan penguasa; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap. Dikemukakan Grindle (1980), 

ada tiga hal pokok dalam implementasi kebijakan, yaitu: pertama, merinci tujuan-

tujuan yang hendak dicapai. Kedua, membentuk program-program kegiatan, dan 

ketiga, mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan. 

Identifikasi faktor yang terkait dengan kebijakan mengacu pada model 

Grindle (1980) untuk kasus keterwakilan perempuan di parlemen, secara spesifik 

dalam penelitian ini telah melakukan identifikasi faktor penghambat yang 
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ditemukan dalam riset UNDP. Dapat dinyatakan bahwa riset yang akan dilakukan 

lebih bersifat comfirmatory analisys atau melakukan pengecekan bahwa fakor 

tersebut terjadi atau tidak pada kasus keterwakilan perempuan pada pemilukada 

parlemen di Kota Mataram. Atas identifikasi faktor telah dilakukan pendekatan 

dengan menggunakan hasil riset tertentu, yaitu riset UNDP, sedangkan model 

kebijakan publik yang digunakan mengacu pada model Mazmanian dan Sabatier.  

Implementasi kebijakan dalam makna sederhana dapat dimaknai sebagai 

realisasi atau proses dijalankan aktivitas yang berhubungan dengan rencana 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tachjan (2006) menyatakan 

implementasi kebijakan sebagai ”aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu 

kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana 

(tools) untuk mencapi tujuan kebijakan”.  

 Dalam penelitian ini perhatian diberikan pada percepatan peningkatan 

keterwakilan perempuan di parlemen, dalam rangka merealisasikan perundangan 

pada satu sisi dan sisi lain untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat melalui 

relevansi pembuat kebijakan dan lainnya yang terhubung dengan potensi 

perempuan yang terpendam. Perempuan yang lebih mengenal permasalahan yang 

dihadapi, sehingga diperlukan pembuat kebijakan perempuan melalui kerjanya 

dalam parlemen. 

 Konsteks tingkat kepentingan yang mendesak (krusial) setidaknya 

dijadikan makna implementasi kebijakan oleh Edwards III (1980), yaitu : 

The study of policy implementation is crucial for the study of public 
administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is 
the stage of policy making between the establishment of a policy - such as the 
passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing 
down of judicial decesion, or the promulgation of a regulatory rule – and the 
consequences of the policy of the poeple whom it affects. 
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 Implementasi kebijakan tidak lepas dari kegiatan membangun suatu 

kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat, secara 

spesifik yang menjadi sasaran dari kebijakan terkait. Tachjan (2006) memberikan 

penegasan bahwa kajian implementasi kebijakan ini diperlukan, karena harapan 

dari perumusan kebijakan tidak selalu relevan atau bersesuaian dengan fakta yang 

dirasakan atau hasil nyatanya. Konteks ini juga terjadi pada harapan keterwakilan 

perempuan pada parlemen yang telah diundangkan, ternyata masih sangat jauh 

lebih kecil jika dibandingkan dengan fakta yang ada.  

 Implementasi kebijakan dimaknai oleh Sabatier and Mazmanian (1983:4), 

sebagai “ those event and activities that accur after the issuing of authoritative 

public policy directives, which include both the effort to administer and the 

substantive impacts on people and events”. Relevansi antara kewenangan 

perumus kebijakan dengan implikasinya pada masyarakat. 

 Kerangka berpikir lain yang diajukan oleh Edwards III, lebih mengedepan 

pada komponen yang ada dalam implementasi kebijakan. Terdapat empat 

kandungan utamanya, yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan sikap 

(Subarsono, 2005). Hal ini dapat dilihat pada skema berikut: 
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Gambar 2.1 Skema Model Edwards III 

 

Implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, seluruhnya 

saling berinteraksi untuk dikelola oleh perumusan kebijakan dan pihak yang 

melakukan kerja guna aktualisasinya, yaitu komunikasi, brirokasi struktural, 

sumber daya dan sikap. Dalam penelitian ini, pola pikirnya adalah bagaimana 

hasil riset dijadikan dasar dalam memberikan input untuk melakukan evaluasi 

perumusan kebijakan dan menyesuaikan sedemikian rupa antara realisasi dengan 

harapan. 

3.  Partisipasi Politik   

Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau 

pengikutsertaan (Echols, 1996). Melalui partisipasi individu menjadi warga 

publik, mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Hal 

ini ditegaskan pula oleh John Stuart Mill dalam Miriam Budiarjo (1982), bahwa 

tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan 

pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa. Di sini partisipasi dalam kata 

Komunikasi 

Sikap 

Sumber Daya 

Struktur 
Birokrasi 

Implementasi 
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lain menjadi ukuran adanya kemandirian dan kedewasaan individu (warga) dalam 

melihat batasan antara kepentingan privat dan publik. 

Urusan publik memiliki hukum dan nilainya sendiri yang tidak bisa 

dicampur adukkan dengan urusan privat. Maka dari itu, penggunaan kekuasan 

untuk kepentingan pribadi atau golongan dianggap sebagai penyalahgunaan 

wewenang karena melukai partisipasi dan melanggar hukum publik. Dalam 

konteks ini, partisipasi menjadi fungsi demokrasi, agar kekuasaan selalu 

berorientasi pada publik. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab 

partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses 

dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan, maka 

demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. Adanya kebebasan 

rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer, untuk 

melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. 

Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan 

wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta 

secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan yang otoriter, 

fasis dan anti demokrasi biasanya menenggelamkan adanya partisipasi politik 

warga. Urusan kekuasaan disederhanakan hanya sebatas milik para elite politik. 

Sedangkan rakyat dikondisikan ke arah apatisme. Apatisme sebenarnya 

merupakan produk sosial, ekonomi dan pengaturan politik tertentu. 

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994), partisipasi politik 

adalah kegiatan warga (privat citizen) yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang 

bertujuan mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat 

individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan 
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kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi mencakup 

kegiatan-kegiatan, bukan mencakup  sikap-sikap.  

Herbert McClosky dalam Ihromi (1995), mengatakan bahwa, partisipasi 

politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana 

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau 

tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam penjelasan 

ini, maka jelas kajian untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kajian administrasi publik. 

Alasan pertama terkait dengan upaya untuk merumuskan kebijakan publik, 

memberikan perhatian pada percepatan dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat.  

Michael Rush dan Phillip Althoff (1993), menyebutkan bahwa partisipasi 

politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di 

dalam sistem politik. Selanjutnya, Ramlan Surbakti (1984), bahwa partisipasi 

politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala 

keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya. 

Rumusan lainnya, dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (1998), 

mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih 

pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup pemberian suara 

lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai 

atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contracting) dengan pejabat 

pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. 
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Menurut Hasyim (2001), di antara peran politik perempuan yang dimaksud 

adalah peran memberikan suara pada pemilihan, peran untuk menjadi anggota 

legislatif atau parlemen dan peran menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu 

pemerintahan. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam Pemilu, menjadi 

anggota suatu partai dan lain sebagainya. 

Milbrath dan Goel dalam (Sastroatmodjo, 1995), membedakan partisipasi 

menjadi beberapa teori, yaitu: Pertama, apatis, yaitu orang yang menarik diri dari 

proses politik. Kedua, spektator, yakni orang yang setidak-tidaknya pernah ikut 

dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif 

terlibat dalam proses politik yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus 

mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis 

masyarakat. Keempat, pengkritik, yaitu orang yang berpartisipasi dalam bentuk 

yang tidak konvensional.  

Goel dan Olsen dalam Sastroatmodjo (1995) menjelaskan partisipasi 

sebagai dimensi utama kehidupan stratifikasi sosial. Menurut mereka partisipasi 

dibagi dalam enam lapisan yakni pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator 

(orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik 

lainnya pada orang lain), warga negara marjinal (orang yang sedikit melakukan 

kontak dengan sistem politik) dan orang-orang yang terisolasi (orang yang jarang 

melakukan partisipasi politik). 

Partisipasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, 

partisipasi yang bersifat sukarela (otonom). Kedua, atas desakan orang lain 
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(mobilisasi). Hal ini senada dengan pendapat Nelson yang menyatakan dua sifat 

partisipasi yakni autonomous partisipation (partisipasi otonom) dan mobilized 

partisipation (partisipasi yang dimobilisasi). 

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui 

mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara 

langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Myron 

Wiener dalam Huntington (1994) menekankan sifat sukarela dari partisipasi (tidak 

ada pemaksaan) dan mengemukakan menjadi anggota organisasi atau menghadiri 

rapat umum atas perintah pemerintah, tidak termasuk (partisipasi politik).  

Dari pengertian ini maka, partisipasi dalam bentuk apapun yang dilakukan 

oleh para aktifis perempuan pada hakekatnya adalah usaha menggali dan 

memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan. Secara umum 

partisipasi tidak hanya pada bidang politik akan tetapi dalam segala bidang 

kehidupan. Perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau 

berpartisipasi aktif, hanya saja karena selama ini terjadi kesenjangan antara kaum 

laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan yang 

bias gender. Sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap 

perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik, karena sangat berpengaruh 

terhadap produk kebijakan. 

David Easton, mengatakan bahwa proses politik adalah merupakan 

interaksi diantara lembaga-lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok sosial. 

Hal ini menunjukkan, politik tidak hanya aktifitas yang ada pada tingkat elite 

tetapi melihat sudut pandang yang lebih pluralistic, yang menyertakan analisis 

pada aktifitas-aktifitas berbagai kelompok yang terorganisir diluar pemerintahan 
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dengan memberikan penekanan pada individu-individu, kepentingan-kepentingan 

bersama dan nilai normatif. Sehingga berpartisipasi tidak sekedar ikut-ikutan 

tanpa tujuan dan arah yang jelas bagi setiap anggota, akan tetapi dalam proses 

partisipasi keterlibatan secara aktif mental, emosi dan prilaku untuk memperoleh 

sesuatu yang diharapkan. 

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya 

pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan 

merealisasikan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan 

dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. 

Parlemen gender akan lebih cepat mengetahui permasalahan keterbelakangan 

perempuan di daerah, bagaimana menggerakkan potensinya dan aspek lain yang 

lebih mempercepat penggunaan potensi perempuan dalam meningkatkan 

kesejahteraan bersama. 

Dalam konteks negara, partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat 

secara perseorangan (privat citizen) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi 

dan memprotes suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan 

mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dari 

ilustrasi diatas, partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam 

pengertian politik secara sempit hubungan negara dan masyarakat (dalam bingkai 

governance) dan juga politik secara luas. Sedangkan politik secara luas yaitu 

semua bentuk keterlibatan masyarakat untuk mempengaruhi ataupun melakukan 

perubahan terhadap keputusan yang diambil. Partisipasi politik rakyat sebenarnya 

adalah tema sentral dari proses demokratisasi. Dalam kerangka inilah masyarakat 

bisa berperan aktif. 
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Lebih lanjut Huntington dan Nelson (1994) menjelaskan bahwa partisipasi 

politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan atau prilaku yakni: 

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk 

kampanye, mencari dukungan, atau setiap tindakan yang bertujuan 

mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara 

adalah bentuk partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan 

bentuk-bentuk partisipasi lainnya. 

2. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk 

menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin 

politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka 

mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan umum. 

3. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam 

suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi 

pengambilan keputusan pemerintah. 

4. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perseorangan yang 

ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh 

manfaat bagi satu orang atau sekelompok orang. 

5. Tindak kekerasan (violence), sebagai suatu upaya untuk 

mempengaruhi keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan 

kerugian fisik terhadap orang atau benda. Oleh karena itu kekerasan 

biasanya mencerminkan motivasi- motivasi yang lebih kuat. Kekerasan 

dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik, mempengaruhi 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah atau merubah sistem politik 

(revolusi). 
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4.  Gender sebagai Faktor Berpengaruh  

 Gender telah mendapatkan kajian yang luas dalam berbagai bidang, 

termasuk perannya dalam sektor politik. Secara teoritis gender dimasukkan juga 

sebagai faktor yang berpengaruh atas perilaku dan kinerja (Gibson, dkk., 1997). 

Dihubungkan dengan  perilaku dan kinerja pada riset ini, karena masyarakat 

secara umum diasumsikan sebagai masyarakat yang rasional, bahwa keputusannya 

hanya akan mengambil yang mempunyai manfaat maksimal. 

 Robbins (2003), secara spesifik menegaskan bahwa tidak ada pengaruh 

gender dihubungkan dengan kinerja atau dengan kualitas kepuasan kerja. Gender 

menjadi faktor yang berpengaruh atas indikator kinerja, seperti tingkat keluar 

masuk atau mangkir dalam pekerjaan, jika ada variabel moderat. 

 Robbins (2003) menyatakan pada kasus tertentu, seperti di Amerika Utara 

yang menempatkan perempuan lebih banyak pada pengurusan keluarga akan 

mempunyai tingkat kemangkiran yang lebih tinggi, karena alasan pengurusan 

keluarga. Perempuan pekerja pada siklus keluarga tertentu akan lebih banyak 

mengambil kerja paruh waktu, karena lebih banyak mengurus keluarga. Hasil riset 

ini ditutup dengan pernyataan bahwa berjalan dengan waktu, dengan pemberian 

beban yang mungkin berimbang pada laki-laki dan perempuan dalam mengurus 

keluarga, maka aspek gender ”perempuan” tidak akan menjadi penghambat dalam 

kerja, terutama pada masalah kemangkiran kerja. 

 Meihartono (2010) dalam penelitiannya, tidak ditemukan faktor gender 

sebagai faktor pembentuk perilaku kerja pamong belajar. Jenis kelamin (gender) 

dimasukkan sebagai input data, tetapi dalam proses kerja analisis statistik yang 
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digunakan, faktor tersebut mengalami pengeluaran (excluded) dari analisis lebih 

lanjut. 

 Aspek gender ”perempuan” akan selalu menjadi masalah dalam berbagai 

aspek kehidupan produktif (ekonomi, sosial dan politik), selama memberikan 

beban yang lebih besar bagi perempuan dalam pengurusan aspek tertentu. 

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menganut nilai patriakal (Parawansa, 

2005)  diharapkan dalam perkembangannya dengan memberikan pembuktian 

bahwa nilai manfaat yang diberikan lebih tinggi dari aspek-aspek yang 

ditinggalkan, maka gender dalam kegiatan produktif tidak mendapatkan intensitas 

hambatan yang sama. 

 Semua gerak dalam kajian yang sifatnya modern mengarah pada 

pemberian kesempatan pada perempuan untuk ikut ambil bagian dengan porsi 

yang sama dengan laki-laki. Dalam era reformasi, dengan terapan otonomi daerah 

di Indonesia masyarakat lebih demokratis (more democratis), di samping more 

welfare (lebih sejahtera) dan rendah biaya (less cost) sebagai indikator kesuksesan 

strategi pembangunan daerah otonom (Wasistiono, 2003). 

 Terapan masyarakat yang lebih demokratis salah satunya adalah tidak 

terjadi diskriminasi dalam aspek politik atas alasan gender dan alasan lainnya. 

Fakta empiris yang ada di Indonesia, dilihat dari keterlibatan perempuan dalam 

politik dan pemerintahan, masih diperlukan kerja keras. 

 
5. Non Diskriminasi ”Gender” Perempuan 

 Keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif, tetapi bukan dalam 

makna dieksploitasi sangat diperlukan, sehingga seluruh potensi yang ada dapat 

menghasilkan nilai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah 
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merumuskan berbagai kebijakan, bahkan dalam Undang-undang Dasar 1945 

sebagai acuan dalam merumuskan perundangan lainnya telah menegaskan bahwa 

seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan 

aspek lain, termasuk pekerjaan dan kehidupan yang layak. Konsep diskriminasi 

tidak ada satu pun yang muncul dari pendiri negara dan aktualisasi dalam 

perundangan. 

 Kajian ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat dengan 

mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Dengan demikian, jelas sebagai bagian 

dari kajian secara teoritis dan terapan dari administrsi publik. Administrasi publik, 

sesuai dengan konsep Hodgkinson (1978) dalam Nasirin dan Lionardo (2010) 

menyatakan administrasi publik selain sebagai bidang kajian intelektual atau suatu 

disiplin, juga sebagai aktivitas pengelola terhadap masalah kenegaraan serta 

bentuk aksi dari pemerintahan atau sarana mewujudkan tujuan pemerintah. 

 Kesetaraan gender merupakan media yang digunakan oleh pemerintah 

untuk mewujudkan tujuan bernegara, sehingga kajian ini tidak akan terpisah dari 

disiplin ilmu administrasi publik. Kesejahteraan masyarakat akan dapat tercipta, 

lebih cepat dalam perwujudan jika dapat mengelola tiga dimensi dengan baik, 

yaitu dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan dan dimensi politik (Muluk, 2009). 

Adanya konsep ini, maka pengelolaan gender dalam dimensi politik jelas 

mengerucut pada aspek kesejahteraan masyarakat. 

 Terapan yang diharapkan dalam aspek gender adalah non diskriminasi atau 

kesetaraan. Syukrie (2003) memberikan makna kesetaraan sebagai persamaan hak 

dan kesempatan serta perlakuan adil dalam segala bidang meskipun diakui ada 

perbedaan. Perbedaan yang tidak dibenarkan adalah: 
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1. Perbedaan perlakuan  terhadap perempuan berdasarkan gender dengan 

akibat perempuan dirugikan : 

− Perempuan sebagai subordinasi laki-aki dalam keluarga maupun 

masyarakat. 

− Pembatasan kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan 

peluang yang ada untuk tumbuh berkembang secara optimal, 

menyeluruh dan terpadu. Peluang untuk berperan dalam pembangunan 

dan menikmati hasil pembangunan. 

2. Perbedaan kondisi dan posisi perempuan terhadap laki-laki di mana 

perempuan berada dalam kondisi dan posisi yang lemah. Konteks ini sejak 

awal terbentuk, karena adanya diskriminasi dalam budaya dan keluarga. 

Ihromi (1995) dalam Syukrie (2003) menjelaskan lebih lanjut kesataraan, 

yaitu prinsip persamaan substantif, prinsip non diskriminasi  dan prinsip 

kewajiban negara. Persamaan substantif dimaknai sebagai adanya persamaan laki-

laki dan perempuan, tetapi karena ada fakta perbedaan kodrati, maka pihak 

pengguna atau pemerintah perlu menerapkan kebijakan tertentu agar 

permasalahan yang berhubungan dengan kodrat tersebut tidak terjadi atau tidak 

merugikan pihak perempuan.  

Prinsip non diskriminasi lebih mengacu pada tindakan yang dilakukan 

oleh pihak lain berhubungan dengan kondisi khusus gender ”perempuan”, 

konteksnya sementara. Misalnya saat perempuan hamil, maka organisasi dapat 

menerapkan cuti hamil atau cuti melahirkan. Hal ini harus diterima dan 

dilaksanakan dengan baik oleh organisasi, sebagai wujud dari prinsip non 

diskriminasi  dalam organisasinya (Syukrie, 2003). Pemikiran pentingnya adalah 
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bagaimana yang bersangkutan, jika sebagai menteri atau presiden atau perdana 

menteri. 

Prinsip terakhir dalam kesetaraan gender adalah prinsip kewajiban negara, 

mempunyai makna dalam upaya implementasi non diskriminasi, negara 

mempunyai kewajiban dalam melindungi warganya untuk beraktivitas dan 

menerima hasil kerja dan pembangunan dalam skala nasional. Negara mempunyai 

kewajiban dalam melindungi, termasuk melalui penerapan hukum positif dan 

dilakukan dengan langkah kerja yang proaktif (Syukrie, 2003). 

Berhubungan dengan hal di atas pemerintah Indonesia mempunyai 

komitmen yang tinggi untuk merealisasikannya. Dalam UUD 1945, secara 

spesifik pada pasal 27 menegaskan bahwa jaminan kesetaraan dan keadilan bagi 

seluruh warga. Komitmen tersebut dapat juga dilihat dari ratifikasi konvensi 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (convention on the 

elimination of all forms of discrimination against women/CEDAW)  dalam UU 

No. 7  Tahun 1984. Komitmen ini masih memerlukan upaya yang tinggi dari 

pemerintah dan seluruh pihak, karena fakta diskriminasi dalam berbagai aspek 

pada perempuan masih terjadi (Parawansa, 2003). 

Diskriminasi pada dasarnya sebagai tindakan yang disengaja atau telah 

mengakar dalam cara hidup ”budaya” yang menyebabkan pihak perempuan 

dirugikan dalam berbagai aspek, baik sebagai pelaku ataupun sebagai pihak yang 

menikmati suatu aspek (Syukrie, 2003). Apabila proses yang berjalan bukan 

sebagai akibat kesengajaan untuk merugikan pihak tertentu, tetapi semata tidak 

dapat terlibat karena keterbatasan potensi, maka aspek tersebut tidak dapat 

dinyatakan diskriminasi. 
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6. Partisipasi Perempuan dalam Politik  

Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa gender ”perempuan” 

mendapatkan perhatian dalam segala bidang agar dapat tergali seluruh potensi 

yang dimiliki, selanjutnya memberikan kontribusi dalam pencapaian 

kesejahteraan, baik secara langsung atau tidak langsung. Aspek gender dalam 

politik pada dasarnya tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi di Indonesia, jika 

dihubungkan dengan prinsip kewajiban negara, bahkan negara telah melakukan 

berbagai kebijakan untuk memberikan kesetaraan dengan gender ”laki-laki”.  

Pemerintah secara umum telah meletakkan upaya penyetaraan gender 

perempuan dan laki-laki dalam segala aspek, dalam aspek pembangunan mulai 

tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Konteks tersebut diistilahkan degan 

pengarustamaan gender, bahkan diperkuat dengan pemberlakuan Instruksi 

Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional.  

Pemerintah juga memberikan perhatian pada gender perempuan untuk 

terlibat dalam kegiatan politik, sehingga konteks kegiatan pembangunan 

perempuan dapat terlibat mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi. Ditegaskan demikian, karena dari aspek politik dapat 

ditentukan arah dari pelaksanaan pembangunan. 

Prinsip kewajiban negara dan prinsip lainnya dari kesetaraan gender dalam 

aspek politik pada dasarnya terlaksana dengan baik. Fakta empiris menunjukkan 

Indonesia pernah mempunyai presiden perempuan, dengan demikian kesempatan 

yang ada melalui pemberlakuaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sangat 

perlu dimanfaatkan.  
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Penelitian ini mencoba menggali aspek-aspek yang menjadi penghambat 

keterwakilan perempuan menjadi anggota DPR, tentu dengan memperkecil 

hambatan yang ada dan meningkatkan peluang yang ada. Konsep keterwakilan 

tersebut diawali dengan partisipasi perempuan di politik. Partisipasi dalam makna 

bahasan sesuai dengan arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) 

merupakan “hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran 

serta”. Makna lanjutan yang diberikan adalah bukan hanya sebagai pihak yang 

meramaikan, tetapi secara nyata berhasil dalam kegiatan tersebut dan menjadi 

anggota dewan guna dapat memperjuangkan hak-haknya di parlemen. 

Penegasan masuknya perempuan di parlemen perlu diberikan dalam 

memaknai politik. Politik pada dasarnya bukan berakhir di parlemen, tetapi 

mempunyai makna yang luas terkait dengan kepentingan orang banyak. Tan 

dalam Winarni (1997) mendefinisikan politik sebagai konteks pengambilan 

keputusan yang terkait dengan kemampuan, kesempatan dan kekuasaan terkait 

dengan kehidupan orang banyak. Pekerjaan ini akan mempunyai arah yang jelas 

dan mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaan dan kekuatan 

implementasinya, jika pihak yang terlibat sebagai anggota parlemen. 

Dalam sejarah parlemen di Indonesia, dengan adanya UU No 12 Tahun 

2003 ada peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam parlemen pusat. 

Diharapkan kondisi ini juga terjadi di parlemen daerah, baik yang muncul dari 

banyaknya partisipasi perempuan dan pemilih memberikan kepercayaan pada 

perempuan menjadi wakilnya dan selanjutnya memperjuangkan hak-haknya 

sebagai warga negara. 
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Fakta empiris persentase jumlah DPRI perempuan dapat dilihat pada 

grafik berikut. 

Gambar 2.2 Perkembangan DPRI Perempuan Periode 1955-2014 
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Sumber: UNDP (2010) 

 Dalam sejarah parlemen Indonesia, terjadi peningkatan jumlah 

keterwakilan perempuan di DPRI. Penurunan hanya terjadi pada dua periode, 

yaitu periode 1999-2004 dan periode 2004-2009, tetapi masih di atas 10,00 

persen. Pada periode 2009-2014 persentase keterwakilan perempuan sebesar 

17,32 persen (secara kuantitas masih tergolong kurang karena berada pada kisaran 

tiga orang). Persentase tertinggi tersebut masih terjadi bias sebesar 12,68 persen 

dari kuota minimal yang disyaratkan oleh undang-undang.  

 Fakta empiris di atas menunjukkan beban berat dari negara dan para 

politisi perempuan untuk mewujudkannya, sehingga pembelajaran sejak dini pada 
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masyarakat dan bagi para politisi untuk lebih mengenali faktor-faktor yang 

mendukung keterwakilannya dalam setiap pemilihan umum.  

 Riset yang dilakukan UNDP (2010) mengidentifikasi hambatan partisipasi 

dan sekaligus keterwakilan perempuan dalam bidang politik, sebagai berikut : 

1. Hambatan langsung; 
• Kurangnya kepercayaan perempuan terhadap sistem politik 
• Kurangnya keterampilan dan pendidikan politik 
• Kurangnya pengetahuan akan sistem 
• Kurangnya minat perempuan terhadap politik 
• Kurangnya sumber daya finansial 
• Kurang percaya diri 
• Kurang mobilitas 
• Tanggung jawab keluarga 
• Kurangnya keaktifan di kader partai 
• Kurangnya dukungan partai politik 
• Persepsi yang menganggap politik kotor 

2. Hambatan yang bersifat mendasar : 
• Budaya maskulin dan dominasi laki-laki 
• Agenda partai politik yang berorientasi pada laki-laki 
• Kurangnya demokrasi di partai politik 
• Komersialisasi politik 
• Sistem kepemiluan 
• Nepotisme dan elitisme dalam partai politik 
• Kekerasan politis 
• Korupsi dalam politik 

3. Hambatan struktural 
• Dikotomi diskursif publik privat 
• Patriarki publik dan privat 
• Perilaku sosial yang patriarki 
• Fundamentalisme keagamaan 
 
Temuan di atas dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, setidaknya 

dijadikan pengarah dalam menemukan faktor penghambat keterwakilan 

perempuan menjadi anggota legislatif di Kota Mataram. Kajian ini akan 

mengarahkan pada upaya yang dapat dilakukan untuk menjadi dasar evaluasi pada 

Pilkada berikutnya, sehingga dapat berhasil duduk dalam parlemen. Implikasi 

yang diharapkan adalah bukan sebatas keterwakilan, tetapi bagaimana peran 
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politisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan budaya 

yang mengarah pada kebermanfaatan bagi kaum perempuan dan penggunaan 

secara maksimal potensi perempuan yang tersimpan (Saptarini, 2005).  

 
B. Kerangka Konseptual Penelitian 

 Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi faktor penghambat 

perempuan  gagal menjadi anggota legislatif  dan pola rancangan implementasi 

kebijakan  yang diperkuat dari informasi perempuan yang berhasil duduk di 

legislatif Kota Mataram. Identifikasi faktor penghambat pada dasarnya sebagai 

upaya untuk meminimalkannya, sisi lain faktor yang mewujudkan keterwakilan 

diupayakan untuk diperkuat intensitasnya oleh para partisipan perempuan dalam 

Pilkada berikutnya di Kota Mataram. 

 Temuan UNDP (2010) yang terdiri atas hambatan langsung, hambatan 

yang mendasar dan hambatan struktural dijadikan sebagai tuntunan dalam 

mengidentifikasi faktor penghambat keterwakilan perempuan, tentu dengan upaya 

untuk melakukan penggalian faktor lain yang muncul dari tiga faktor penghambat 

tersebut. Adapun untuk anggota legislatif perempuan dilakukan penggalian 

informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan secara empiris yang menurutnya 

membawa pada keberhasilan. Perbaikan dari kegagalan dan belajar dari yang 

mampu terwakilkan diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi 

individu politisi perempuan, selanjutnya dapat diperkuat dengan kebijakan yang 

diterapkan oleh partai politik dan kebijakan pemerintah dalam merealisasikan 

posisi perempuan minimal sebanyak 30,00 persen di parlamen. 

 Desain munculnya penelitian ini pada dasarnya adalah ketidaksesuain 

antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi dari kebijakan 
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tersebut. Perencanaan tujuan berupa keterwakilan perempuan minimal sebesar 

30,00 persen dalam parlemen, tetapi fakta di Kota Mataram hanya mencapai 8,57 

persen. Untuk itu, perlu dilakukan penggalian informasi faktor penghambat 

keterwakilan para politisi perempuan serta berupaya untuk evaluasi kebijakan dan 

sekaligus implementasinya, sehingga bias antara rencana yang diwujudkan dengan 

fakta yang terjadi semakin kecil. 

 Dalam penelitian ini, analisis kebijakan dengan menggunakan model 

Sabatier dan Mazmanian (1983), dengan konsep berpikir pengelolaan atas aspek-

aspek yang ditemukan (faktor penghambat keterwakilan perempuan di parlemen). 

Aspek lain yang digali adalah kebijakan yang dapat dirumuskan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, dengan mengambil 

kasus di Kota Mataram. 

 Uraian di atas dapat dijelaskan dalam kerangka berpikir berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS TERBUKA

40981.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Keterangan * pola pikir dapat menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983) 
“konteks      pengelolaan   variabel   bebas,   sebagai   masukan  bagi  

                        perumus kebijakan”. 
 
 Inti dari penelitian ini adalah untuk menemukan formulasi yang dapat 

digunakan oleh individu politisi perempuan dalam keterwakilannya pada  Pilkada 

2014-2019, serta kebijakan yang dapat diterapkan oleh partai politik untuk 

keterwakilan politisinya serta kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

untuk memperkuat realisasi keterwakilan perempuan dalam parlemen. 

 Formulasi di atas dirancang atas temuan faktor penghambat pada kondisi 

empiris politisi perempuan yang gagal menjadi legislatif di Kota mataram dan 

realisasi implementasi yang diterapkan oleh politisi perempuan yang berhasil. 

Kebijakan Publik 
(keterwakilan perempuan dalam 
parlemen minimal 30,00 persen  

Implementasi Kebijakan* 
(bias tujuan dengan fakta persentase 

keterwakilan) 

Temuan Faktor Penghambat 
Keterwakilan Perempuan : 

- Hambatan langsung 
- Hambatan yang 

bersifat mendasar 
- Hambatan Struktural 

Dasar Perumusan 
Kebijakan “individu, 

partai politik, pemerintah 

Keterwakilan Perempuan 
di Parlemen Meningkat 
“bias tujuan dan 
implementasi minimal”.  
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Temuan ini bukan sebatas mengidentifikasi hambatan, tetapi yang menjadi berarti 

adalah formulasi yang dapat dilakukan oleh aspek-aspek yang terlibat dalam 

praktek politik di Kota Mataram. 

 
C. Definisi Operasional 

 Variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Perempuan dalam penelitian ini fokus pada para politisi perempuan yang 

berpartisipasi sebagai calon legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2009, 

baik yang berhasil duduk di legislatif atau menjadi anggota DPRD Kota 

Mataram ataupun yang gagal atau tidak berhasil menjadi anggota DPRD 

Kota Mataram. 

2. Faktor penghambat keterwakilan merupakan faktor-faktor yang 

diidentifikasi oleh para calon legislatif DPRD Kota Mataram pada pemilu 

legislatif tahun 2009 yang menyebabkannya gagal sebagai anggota DPRD. 

Faktor tersebut dispesifikkan atas faktor hambatan langsung, hambatan 

yang bersifat mendasar dan hambatan struktural. 

a. Hambatan langsung berupa : 

− Kurangnya kepercayaan perempuan terhadap sistem politik 

− Kurangnya keterampilan dan pendidikan politik 

− Kurangnya pengetahuan akan sistem 

− Kurangnya minat perempuan terhadap politik 

− Kurangnya sumber daya finansial 

− Kurang percaya diri 

− Kurang mobilitas 

− Tanggung jawab keluarga 
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− Kurangnya keaktifan di kader partai 

− Kurangnya dukungan partai politik 

− Persepsi yang menganggap politik kotor 

b. Hambatan yang bersifat mendasar berupa : 

− Budaya maskulin dan dominasi laki-laki 

− Agenda partai politik yang berorientasi pada laki-laki 

− Kurangnya demokrasi di partai politik 

− Komersialisasi politik 

− Sistem kepemiluan 

− Nepotisme dan elitisme dalam partai politik 

− Kekerasan politis 

− Korupsi dalam politik 

c. Hambatan struktural berupa : 

− Dikotomi diskursif publik privat 

− Patriarki publik dan privat 

− Perilaku sosial yang patriarki 

− Fundamentalisme keagamaan 

3. Implementasi kebijakan merupakan langkah-langkah kerja aktual yang 

diterapkan oleh individu yang diduga sebagai faktor yang menstimulan 

pemilih mempercayakan suaranya pada calon perempuan yang ikut dalam 

kompetisi Pemilu Legislatif tahun 2009, termasuk juga konteks kerja 

aktual partai politik dan pemerintah. 

4. Partisipasi perempuan mempunyai makna keterwakilan perempuan di 

DPRD Kota Mataram pada Pemilu Legislatif  tahun 2009. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

 Sesuai dengan konsep kerja dalam penelitian ini, maka desain penelitian 

ini dirancang sebagai penelitian eksploratif (Umar, 2008). Penelitian ini dirancang 

untuk menemukan faktor penghambat keterwakilan perempuan sebagai anggota 

legislatif di Kota Mataram pada Pilkada 2009-2014. Penelitian ini tentu bersifat 

mendalam, dilakukan melalui penelusuran atas sumber informasi sedemikian 

rupa, yaitu pada perempuan yang berpartisipasi sebagai anggota DPRD Kota 

Mataram, baik yang tidak berhasil ataupun yang berhasil. Tentu dengan 

penelusuran informasi yang berbeda, kajian faktor penghambat pada perempuan 

yang gagal dan penggalian informasi bagaimana untuk dapat berhasil dilakukan 

pada perempuan yang berhasil sebagai anggota DPRD Kota Mataram periode 

2009-2014. 

 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah seluruh komponen yang ada dalam kajian penelitian, baik 

bersifat subyek ataupun obyek (Nazir, 2003). Dalam penelitian ini, sebagai 

populasinya adalah perempuan yang berpartisipasi sebagai calon legislatif Kota 

Mataram pada Pemilu Legislatif tahun 2009, baik yang mendapatkan keterwakilan 

(tiga orang) ataupun yang tidak terwakilkan, tetapi dipilih hanya 22 orang yang 

gagal menjadi anggota  DPRD (setiap partai diambil sebanyak 2 orang  pada 

daerah pemilihan Kota Mataram).  

UNIVERSITAS TERBUKA

40981.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 Informasi pelengkap juga diperoleh dari legislatif laki-laki, guna 

mengetahui perlakuannya terhadap isu atau program kerja yang dicanangkan oleh 

para legislatif perempuan, bersifat memberikan dukungan atau melemahkan isu 

dan program kerja tersebut. Konteks ini akan dapat jelas dilihat jika ada 

kesempatan mengikuti sidang, sehingga diharapkan dalam proses penelitian ada 

jadwal rapat kerja di DPRD Kota Mataram. 

 
C. Instrumen Penelitian 

 Dimensi atau indikator dalam instrumen penelitian ini ada yang sifatnya 

telah ditentukan dan ada juga yang sifatnya masih terbuka sebagai wujud dari 

eksplorasi dalam riset ini. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri berperan dan 

berfungsi sebagai instrumen penelitian atau instrumen pengumpul data, dimana 

peneliti secara langsung hadir ke latar penelitian dan melakukan wawancara serta 

pencatatan terhadap data dan atau informasi di lapangan. Dengan demikian 

instrumen kualitatif adalah manusia. Seperti dikatakan Moleong (2001), bahwa ia 

sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, 

dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dengan demikian, 

peneliti menjadi segalanya dalam proses penelitian. 

Untuk tetap fokus pada tujuan penelitian, mengakses data secara 

komprehensif dan mendalam, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang 

semi terstruktur, pedoman observasi, angket dan format-format untuk data 

lapangan. Adapun instrumen penelitian ditampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

Variabel Variabel Laten Indikator (Observed Variable) 
1. Faktor Penghambat Keterwakilan  

. 1. Hambatan langsung − Kurangnya kepercayaan 
perempuan terhadap sistem politik 

− Kurangnya keterampilan dan 
pendidikan politik 

− Kurangnya pengetahuan akan 
sistem 

− Kurangnya minat perempuan 
terhadap politik 

− Kurangnya sumber daya finansial 
− Kurang percaya diri 
− Kurang mobilitas 
− Tanggung jawab keluarga 
− Kurangnya keaktifan di kader 

partai 
− Kuragnya dukungan partai politik 
− Persepsi yang menganggap politik 

kotor 
. 2. Hambatan  yang 

bersifat mendasar 
− Budaya maskulin dan dominasi 

laki-laki 
− Agenda partai politik yang 

berorientasi pada laki-laki 
− Kurangnya demokrasi di partai 

politik 
− Komersialisasi politik 
− Sistem kepemiluan 
− Nepotisme dan elitisme dalam 

partai politik 
− Kekerasan politis 
− Korupsi dalam politik 

 3. Hambatan struktural − Dikotomi diskursif publik privat 
− Patriarki publik dan privat 
− Perilaku sosial yang patriarki 
− Fundamentalisme keagamaan 

2. Implementasi kebijakan   
  - Aktualisasi kerja politisi 

perempuan 
- Aktualisasi kerja partai politik 
- Aktualisasi kerja pemerintah 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan di dua tempat terkait dengan proses untuk 

pengukuran variabel yang dibutuhkan, yaitu : 

1. KPU Kota Mataram; organisasi ini dijadikan sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi nama-nama calon legislatif perempuan setiap partai 

(ada wakil atau tidak secara aktual di DPRD Kota Mataram pada Pemilu 

Legislatif tahun 2009), terutama informasi penting untuk dapat 

menghubunginya dengan mudah. Apabila contact personal tidak 

diperoleh, setidaknya dapat diperoleh alamat partai peserta pemilu. Fokus 

pada domisili responden di Kota Mataram. Secara otomatis dilakukan 

wawancara atau pemberian angket di tempat tinggal masing-masing 

responden. 

2. DPRD Kota Mataram; khusus untuk mendapatkan informasi dari tiga 

orang anggota DPRD perempuan. Khusus untuk responden ini dapat 

diperoleh dengan mudah, karena kegiatan aktual di kantor. Diharapkan 

juga mendapatkan informasi kerja perempuan yang terwakilkan di 

legislatif serta sikap kerja legislatif laki-laki atas isu dan program kerja 

yang dicanangkan oleh legislatif perempuan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data untuk tiga orang DPRD perempuan Kota Mataram dan 

angket untuk calon legislatif yang gagal pada  Pemilu Legislatif tahun 2009  serta 

panduan observasi untuk mengkaji kegiatan aktual yang ada di DPRD Kota 

Mataram. Peneliti dapat menggunakan personal pengumpul data khususnya 
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pengumpulan data dengan angket, sedangkan dengan alat berupa kuesioner 

dilakukan secara mendalam oleh peneliti. 

 
E. Metode Analisis Data 

Desain penelitian dirancang dengan penelitian kualitatif, berarti 

generalisasi temuan faktor penghambat keterwakilan perempuan di legislatif Kota 

Mataram didasarkan atas informasi secara individu. Konteks ini dikenal dengan 

pengambilan kesimpulan dengan pendekatan induktif.  

Peneliti akan melakukan rancangan kerja untuk mengidentifikasi faktor 

penghambat atas dasar kelompoknya melalui informasi yang diberikan oleh 

responden. Jawaban responden akan didesain sedemikian rupa dengan 

menampilkan temuan apa adanya, termasuk temuan atas langkah-langkah yang 

dijalankan oleh legislatif perempuan (anggota DPRD perempuan) di DPRD Kota 

Mataram. 

Kerja yang dijalankan hanya memberikan informasi atas temuan, 

melakukan generalisasi dan mengambil makna dari temuan tersebut. Penelitian 

kualitatif tidak didesain dengan rancangan yang rumit atau kompleks, tetapi justru 

penelitian tersebut muncul sebagai penelitian yang bersifat natural (Moleong, 

2000). Apapun pernyataan yang diberikan responden terkait dengan variabel yang 

akan digali merupakan informasi untuk mendesain generalisasi faktor 

penghambat, termasuk juga untuk memberikan generalisasi strategi legislatif yang 

berhasil. 

Proses pengamatan dan pencatatan hanya dilakukan pada kerja yang 

dijalankan oleh DPRD perempuan di Kota Mataram, termasuk kerja yang 

djalankan oleh DPRD laki-laki atas isu dan program kerja yang diajukan oleh 
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DPRD perempuan. Temuan ini penting, untuk melihat peluang yang diberikan 

pada perempuan dalam merancang kerja meningkatkan potensi perempuan atau 

perempuan itu sendiri mempunyai perhatian atas makna awal dari keberadaannya 

dalam parlemen.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan 

sebagaimana uraian berikut : 

1. Faktor yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan di parlemen 

dilihat dari ketiga factor yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini 

yaitu hambatan langsung, hambatan yang bersifat mendasar, dan hambatan 

yang bersifat structural adalah : 

a. Dari hambatan yang bersifat langsung sebagian besar informan 

mengatakan   bahwa yang menjadi penghambat utama dalam 

pencalonan mereka sebagai anggota legislatif adalah sumber daya 

finansial. Hal tersebut disebabkan tidak semua perempuan yang 

menjadi caleg mempunyai sumber pendapatan sendiri yang dijadikan 

sebagai modal dalam pencalonan dirinya menjadi anggota legislatif. 

Sehingga ketika mencalonkan diri mereka menemukan kesulitan untuk 

melakukan mobilisasi dengan masyarakat. Disamping itu hambatan 

lain yaitu kurangnya mobilitas dalam proses kampanye karena masih 

terkait dengan masalah pendanaan.  Selanjutnya keterampilan dan 

pendidikan politik perlu dimaknakan secara operasional dengan 

menyatakan bahwa proses politik yang kurang bagi perempuan, oleh 

karena itu perempuan perlu dengan segera terlibat dalam partai politik. 

b. Dari hambatan yang bersifat mendasar ditemukan bahwa faktor yang 

paling besar menghambat keterwakilan perempuan adalah  
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komersialisasi politik, nepotisme dan elitisme serta korupsi dalam 

politik masih terjadi. Dalam temuan penelitian ini dilakukan cross 

check hasil riset, ternyata hal itu terjadi tidak hanya di partai tetapi juga 

terjadi pada sistem, yang penting adalah bagaimana para calon 

legislatif itu mengontrol  suaranya di TPS. 

c. Dari hambatan yang bersifat struktural ditemukan bahwa yang menjadi 

hambatan perempuan dalam keterwakilannya di parlemen adalah  

maskulin dan budaya sosial yang patriarki di masyarakat ternyata 

mutlak disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) laki-laki 

lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.  Jadi penghambatnya 

bukan gender itu sendiri, tetapi memang kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) perempuan di Kota Mataram ini lebih rendah. Konteks 

ini dapat menjadi fakta dan persepsi di masyarakat, untuk itu perlu 

menunjukkan dan pembuktian diri pada masyarakat bahwa perempuan 

juga punya potensi dan kompetensi tidak kalah dibandingkan dengan 

laki-laki. 

2. Kebijakan dan implementasi publik yang dijalankan oleh anggota DPRD 

yang lolos pada pemilukada tahun 2009 adalah melakukan pengontrolan   

suara pemilih di TPS karena sering terjadi manipulasi suara. Strategi yang 

dijalankan adalah menjaga komunikasi dengan konstituen, melakukan 

pertemuan-pertemuan rutin, dan tentunya mengadakan dialog dengan 

mereka tentang masalah-masalah yang mereka hadapi di masyarakat. 

Sehingga dengan menjaga komunikasi dengan konstituen diharapkan 

mereka tetap akan memberikan suara mereka untuk Pemilukada 
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berikutnya. Di samping hal tersebut di atas ternyata masih ada bias jumlah 

perolehan suara yang dapat menjadikan mereka lolos sebagai anggota 

legislatif.  

 
B. Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Bagi perempuan untuk dapat menjadi anggota DPRD, agar sejak dini 

memberikan pembuktian kualitas dan kompetensi diri yang unggul tidak 

kalah dengan kaum laki-laki. Pembelajaran secara proses dalam berpolitik 

sangat diperlukan, jadi sejak dini masuk dalam partai politik. Perempuan 

perlu  bekerja dengan sungguh-sungguh serta memberikan makna diri pada 

masyarakat. Keluarga bukan penghambat, tetapi bagaimana menjadi 

potensi untuk digerakkan sebagai tim sukses dan kerja lainnya.  Perempuan 

perlu mempunyai kegiatan ekonomi sendiri, sehingga aspek finansial tidak 

tergantung pada pihak lain. Buktikan perhatian pada masyarakat, hasilnya 

adalah kebaikan untuk diri, tetapi jangan pamrih.  

2. Kebijakan dan implementasi organisasi publik (KPU, Panwaslu dan 

lainnya) hanya satu, bagaimana menciptakan aparatur yang didalamnya 

menjadi individu yang amanah. Karena dengan bersikap amanah maka 

segala bentuk tugas dan kewajiban yang diemban akan dilaksanakan sesuai 

dengan aturan yang ada. Melihat bagaimana kehidupan politik, social, dan 

budaya di Negara kita yang tidak mengedepankan amanah menyebabkan 

kehidupan public menjadi carut marut karena banyaknya korupsi yang 

terjadi disegala lini, baik di pemerintahan, parlemen bahkan di peradilan. 

Banyaknya terjadi korupsi ini karena kita tidak menjalankan amanah 
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dengan baik tetapi lebih mencari keuntungan dan keamanan bagi diri kita  

sendiri. 

3. Bagi para akademisi disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Karena penelitian yang kami lakukan ini masih bersifat eksplanatori, maka 

banyak hal yang perlu dikaji dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu 

agar penelitian ini lebih berimbang perlu dikaji  dengan menggunakan 

desain riset kuantitatif, salah satunya dengan model analisis regresi atau 

Structural Equationt Model (SEM).  
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